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Pokok masalahan dalam penulisan ini yaitu: 1)Bagaimana pertimbangan
hukum formil dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana lalu lintas
yang mengakibatkan meninggalnya orang lain (studi putusan
No.82/Pid.Sus/2016/Pn.Pkj) 2)Bagaimana pertimbangan hukum materil oleh
hakim dalam tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan meninggalnya orang
lain (studi putusan No.82/Pid.Sus/2016/Pn.Pkj)
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan
pendekatan penelitian yang digunakan adalah normative dan sosiologis. Adapun
sumber data penelitian ini adalah Pengadilan Negeri Pangkajene. Selanjutnya
metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara,
dokumentasi, dan penelusuran referensi.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa majelis hakim yang memeriksa
perkara ini telah menerapkan aturan hukum yang berlaku sesuai dengan ketentuan
pidana yang berlaku. Hal ini dapat ditunjukkan dengan melihat bahwa majelis
hakim dalam memutus bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur
tindak pidana kelalaian lalu lintas sesuai dengan pasal 310 ayat (4) undang-
undang No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan didasarkan
atsas kebenaran materiil yang diperoleh dari surat terdakwa, keterangan-
keterangan saksi, fakta-fakta, dan alat bukti-bukti yang terungkap dalam proses
persidangan.
Pertimbangan hukum majelis hakim dalam penerapan hukum pidana
materiil dalam kasus tersebut sudah sesuai dengan hukum pidana yang berlaku di
Indonesia. Dalam putusan No.82/Pid.Sus/2016/Pn.Pkj) proses pengambilan
keputusan yang dilakukan majelis hakim menurut hemat Penulis sudah sesuai
dengan aturan hukum yang berlaku, yaitu berdasarkan pada sekurang-kurangnya
dua alat bukti yang sah, yaitu keterangan saksi, barang bukti, surat visum et
repertum dan keterangan terdakwa.
1BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Semenjak manusia dilahirkan, manusia telah bergaul dengan manusia
lainnya dalam wadah yang kita kenal sebagai masyarakat. Mula-mula ia
berhubungan dengan orang tuanya dan setelah usianya meningkat dewasa ia hidup
bermasyarakat, dalam masyarakat tersebut manusia saling berhubungan dengan
manusia lainnya. Sehingga menimbulkan kesadaran pada diri manusia bahwa
kehidupan dalam masyarakat berpedoman pada suatu aturan yang oleh sebagian
oleh warga masyarakat tersebut ditaati. Hubungan antara manusia dengan manusia
dan masyarakat diatur oleh serangkaian nilai-nilai dan kaidah-kaidah.
Di dalam pembagian hukum konvensional, hukum pidana termasuk bidang
hukum publik. Artinya hukum pidana mengatur hubungan antara warga negara
dengan negara dan menitik beratkan kepada kepentingan umum atau kepentingan
publik. Secara historis hubungan hukum yang ada pada awalnya adalah hubungan
pribadi atau hubungan privat, tetapi dalam perjalanan waktu terdapat hal-hal yang
diambil alih oleh kelompok atau suku dan akhirnya setelah berdirinya negara
diambil oleh negara dan dijadikan kepentingan umum. Bukti yang jelas dapat kita
lihat dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 344 barang
siapa yang merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang
jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati diancam dengan pidana penjara paling
2lama dua belas tahun.1 Hak penuntutan terhadap perbuatan yang dilarang dan
diancam hukuman terletak pada alat perlengkapan negara, yaitu jaksa penuntut
umum.2
Eksistensi Indonesia sebagai negara hukum secara tegas disebutkan dalam
Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945
(selanjutnya disingkat UUD NKRI 1945) setelah amandemen yaitu Pasal 1 ayat
(3); “Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum (rechtsstaat)”. Indikasi
bahwa Indonesia menganut konsepsi welfare state terdapat pada kewajiban
pemerintah untuk mewujudkan tujuan negara, sebagaimana yang termuat dalam
alinea keempat Pembukaan UUD NKRI 1945, yaitu: “Melindungi segenap bangsa
Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia”.
Tujuan-tujuan ini diupayakan perwujudannya melalui pembangunan yang
dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan dalam program jangka pendek,
menengah, dan panjang.
Pembangunan yang dilaksanakan Indonesia adalah pembangunan di segala
bidang yang merupakan suatu bagian dari proses moderenisasi untuk menciptakan
kesejahteraan dan ketentraman bagi masyarakat Indonesia. Pembangunan yang
ada sekarang ini tentu saja memiliki kelebihan dan kekurangan dan salah satu
kekurangan yang paling sering kita temui adalah tingginya tingkat kemacetan
pada jam-jam sibuk. Kemacetan merupakan salah satu dampak negatif dari
semakin majunya pembangunan terkhusus di bidang produksi kendaraan bermotor
1 Kumpulan Kitab Undang-Undang Hukum, KUH Perdata, KUHP dan KUHAP
(Wipres:2008), h. 507.
2 Teguh, Prasetyo, Hukum Pidana (Jakarta: Rajawali Pers,2012), h. 1.
3yang pada gilirannya menyebabkan semakin simpang siurnya lalu lintas jalan
raya, hal ini disebabkan tidak berbandingnya jumlah kendaraan dan jumlah jalan
yang pada akhirnya para pengguna jalan raya akan semakin tidak nyaman.
Ketidaknyamanan pengguna jalan raya dalam aktivitasnya mendatangkan
dampak yang sangat besar yaitu semakin tingginya beban psikologis, sehingga
dapat menyebabkan stress yang berkepanjangan dan pada akhirnya menimbulkan
kelalaian maupun kealpaan dalam melaksanakan kewajibannya sebagai pengguna
jalan raya yang tentu saja dapat merugikan bagi dirinya dan orang lain.
Kelalaian atau kealpaan sendiri dapat dihindari dengan tetap memegang
teguh dan patuh pada ketentuan hukum, hal ini didasari bahwa Indonesia adalah
Negara Hukum yang mana para warga negaranya tunduk dan patuh pada aturan-
aturan yang berlaku.
Hukum dan fungsinya mengatur seluruh aspek kehidupan berbangsa dan
bernegara dapat memberikan konstribusi secara maksimal kepada pelaksanaan
jika aparat penegak hukum dan seluruh lapisan masyarakat tunduk dan taat
terhadap norma hukum. Dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas (lakalantas)
haruslah dipisahkan antara pelanggaran dan kejahatan. Karena untuk melakukan
penuntutan didepan hukum maka kejadian yang terjadi haruslah merupakan
kejahatan, sementara pada kecelakaan lalu lintas kejahatan yang terjadi
merupakan kejahatan yang tidak disengaja atau dikarenakan oleh tindakan
kelalaian atau kealpaan.
4Dalam BAB XII Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya
disingkat KUHPidana) yang menyebabkan mati atau luka-luka karena kealpaan
terdapat pada pasal sebagai berikut:
 Pasal 359 KUHPidana: Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya)
menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling
lama 5 (lima) tahun atau pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun.
 Pasal 360 KUHPidana:
1) Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang
lain mendapat luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling
lama 5 (lima) tahun atau pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun.
2) Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang
lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau
halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu
tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (Sembilan)
bulan atau pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana
denda paling tinggi Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah).
Transportasi merupakan sarana yang sangat penting dan strategis dalam
memperlancar roda perekonomian, memperkukuh persatuan dan kesatuan serta
mempengaruhi semua aspek kehidupan bangsa dan negara. Pentingnya
transportasi tersebut tercermin pada semakin meningkatnya kebutuhan akan jasa
angkutan bagi mobilitas orang serta barang dari dan kesuluruh pelosok tanah air,
bahkan dari dan keluar negeri. Di samping itu, transportasi juga berperan dalam
sebagai penunjang, pendorong, dan penggerak bagi pertumbuhan daerah yang
5berpotensi namun boleh berkembang, dalam upaya peningkatan dan pemerataan
pembanguanan serta hasil-hasil lainnya. Menyadari peran transportasi, maka lalu
lintas dan angkutan jalan harus di tata dalam suatu sistem transportasi nasional
secara terpadu dan mampu mewujudkan tersedianya jasa transportasi yang serasi
dengan tingkat kebutuhan lalu lintas dan pelayanan angkutan yang tertib, selamat,
aman, nyaman, cepat, tepat, teratur, lancar, dan dengan biaya yang terjangkau
oleh daya beli masyarakat.
Tingginya tingkat kecelakaan lalu lintas (lakalantas) sendiri jika dari
kurangnya kesadaran masyarakat dalam hal ini pengemudi kendaraan bermotor
dengan berbagai faktor yang melekat pada dirinya misalnya dalam hal kebugaran
jasmani, kesiapan mental pada saat pengemudi kelelahan, pengaruh minuman
keras, dan obat-obatan terlarang. Kondisi ketidaksiapan pengemudi membuka
peluang besar terjadinya kecelakaan yang parah disamping membahayakan
keselamatan pengguna jalan raya lainnya Lengah, mengantuk, kurang terampil,
lelah, tidak menjaga jarak, melaju terlalu cepat adalah contoh kesalahan
pengemudi pada umumnya. Selain penyebab-penyebab kecelakaan lalu lintas
yang telah diuraikan di atas, terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya juga
dipengaruhi oleh faktor usia pengemudi, analisa data yang dilakukan oleh
direktorat jenderal perhubungan darat menunjukkan bahwa pengemudi berusia 16-
30 tahun adalah penyebab terbesar kecelakaan lalu lintas.3
3 M. Yasir, Tinjaun Yuridis Tindak Pidana Kelalaian Yang Menyebabkan Hilangnya
Nyawa Orang lain Skripsi 2014, h. 14
6Tidak dapat dipungkiri bahwa tingkat kecelakaan lalu lintas setiap tahunnya
meningkat dengan jumlah korban tidak sedikit karena kelalaian ataupun kealpaan
yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain.
Berdasarkan hal itu, maka penulis akan mengkaji lebih jauh mengenai
Kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain dalam
skripsi dengan judul “Tindak Pidana Lalu Lintas Yang Mengakibatkan
Meninggalnya Orang lain (Studi Putusan NO.82/Pid.Sus/2016/PN.PKJ)
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus
Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah Tindak Pidana
Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Meninggalnya Orang Lain (Studi Putusan
No.82/Pid.Sus/2016/Pn.Pkj)”. Mengacu pada putusan No.82/Pid.Sus/2016/Pn.Pkj.
Adapun yang menjadi fokus pada penelitian ini sebagai berikut:
1. Pengertian Tindak Pidana
Dalam KUHPid tidak diberikan defenisi terhadap istilah tindak pidana atau
strafbaar feit. Karenanya, para penulis hukum pidana telah memberikan pendapat
mereka masing-masing untuk menjelaskan tentang arti dari istilah tersebut.
Secara sederhana dapat dikatakan bahwa tindak pidana adalah suatu
perbuatan yang pelakunya seharusnya dipidana. Tindakan pidana dirumuskan
dalam undang-undang, antara lain KUHPid. Sebagai contoh, pasal 338 KUHPid
menentukan bahwa barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain,
diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas
tahun”; dimana di dalamnya terkandung tindak pidana pembunuhan, yaitu
7perbuatan merampas nyawa orang lain, yang dilakukan dengan sengaja oleh
pelakunya. 4
2. Lalu Lintas
Menurut Pasal 1 Undang-undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan adalah suatu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas,
Angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan Angkutan jalan, kendaraan, pengemudi,
pengguna jalan, serta pengelolaanya.5 Lalu Lintas dapat didefinisikan gerak
kendraraan dan orang di Ruang lalu lintas jalan.
C. Rumusan Masalah
Dengan memperhatikan latar belakang permasalahan tersebut, maka penulis
merumuskan permasalahannya sebagai berikut:
1. Bagaimanakah pertimbangan hukum formil dalam menjatuhkan putusan
terhadap tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan meninggalnya orang
lain (Studi Putusan No.82/Pid.Sus/2016/Pn.Pkj). ?
2. Bagaimana pertimbangan hukum materil oleh hakim dalam tindak pidana
lalu lintas yang mengakibatkan meninggalnya orang lain (Studi Putusan
No.82/Pid.Sus/2016/Pn.Pkj). ?
D. Kajian Pustaka
Dari beberapa penelusuran yang telah dilakukan, tidak di temukan
penelitian yang secara spesifik sama dengan penelitian ini. Namun, ditemukan
4 Frans Maramis, Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia (Jakarta : Rajawali Pers
2013),h 57
5 Undang-undang lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan
Jalan (Surabaya: Kesindo utama 2013).h. 3
8beberapa penelitian yang memiliki pembahasan yang berkaitan dengan penelitian
ini. Penelitian-penelitian tersebut dapat dikategorikan sebagai berikut:
1. Skripsi M. Yasir yang berjudul “Tinjauan yuridis  terhadap kelalaian lalu
lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain (Studi Kasus
Putusan No. 263/Pid/B/2013/PN.Pinrang)” skripsi ini membahas tentang
penerapan hukum pidana materiil terhadap kelalaian lalu lintas yang
mengakibatkankan hilangnya nyawa orang lain dan pertimbangan majelis
hakim dalam penjatuhan pidana dalam kasus putusan No.
263/Pid.B/2013/PN.Pinrang. Secara spesifik skripsi ini berbeda dengan
penilitian yang dilakukan oleh penulis karena penilitian yang dilakukan oleh
penulis terfokus pada masalah sanksi serta bagaimana pertimbangan hakim
dalam memutuskan perkara.
2. Warpani Suwadjoko dalam bukunya pengelolaan lalu lintas dan angkutan
jalan. Pembahasannya begitu luas, dengan memadukan topik  tradisional
(rekayasa jalan, pengelolaan lalu lintas) dan topik non tradisional (tata guna
lahan, transportasi umum). Akan tetapi, dalam bukunya tidak membahas
tentang tindak pidana kelalaian secara rinci.
3. Teguh prasetyo dalam bukunya hukum pidana. Dalam buku ini membahas
pengertian tindak pidan, jenis tindak pidana, subjek dan objek tindak
pidana, unsur-unsur tindak pidana. Namun dalam buku ini tidak membahas
tentang tindak pidana kelalaian yang menyebabkan meninggalnya orang
lain.
94. Marye Agung Kusmagi, selamat berkendaraan di jalan Raya, 2010. Buku ini
mengupas tentang undang-undang lalu lintas yang terbaru, seperti kiat-kiat
safety riding dan safety driving. Tips berkendaraan yang aman dijalan raya,
dan dilengkapi pula dengan soal-soal ujian SIM, Gambar-gambar Lalu
lintas, tata cara pengurusan surat-surat kendaraan.
5. Ramdlon Naming dalam bukunya Menggairah Kesadaran masyarakat dan
Disiplin Penegak Hukum dalam Lalu Lintas Jalan. Buku ini membahas
tentang kedisiplinan berlalu lintas di jalan raya, kesadaran masyrakat akan
lalu lintas jalan serta penaggulangan dalam meningkatkan keasadaran
masyarakat sehingga disiplin dalam berlau lintas. Selain itu, buku ini juga
membahas tentang bagaimana penegakan hukum menyikapi kurangnya
kesadaran masyarakat tentang pelanggaran lalu lintas. Namun dalam buku
ini tidak menjelaskan tindak pidana pelanggaran lalu lintas secara rinci.
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini tentunya tidak akan
menyimpan dari apa yang dipermasalahkan sehingga tujuannya sebagai berikut:
a. Tujuan penelitian
Adapun Tujuan Penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum formil dalam menjatuhkan
putusan terhadap tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan
meninggalnya orang lain (Studi Putusan No.82/Pid.Sus/2016/Pn.Pkj).?
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2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum materil oleh hakim dalam tindak
pidana lalu lintas yang mengakibatkan meninggalnya orang lain (Studi
Putusan No.82/Pid.Sus/2016/Pn.Pkj).?
Adapun Kegunaan Penelitian ini adalah sebagai berikut:
b. Kegunaan Penelitian
1. Memberikan informasi maupun sarana bahan pertimbangan bagi para
penegak hukum dalam menyikapi dan menangani kasus-kasus yang
berkaitan dengan  tindak pidana sehingga kedepannya praperadilan dapat
dijadikan alat bagi para pencari keadilan.
2. Menjadi salah satu kontribusi akademis bagi masyrakat yang masih




A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana
1. Pengertian Tindak Pidana
Istilah tindak pidana sebagai terjemahan strafbaar feit adalah diperkenalkan
oleh pihak pemerintah Departemen Kehakiman. Istilah ini banyak dipergunakan
dalam undang-undang tindak pidana khusus, misalnya: Undang-undang Tindak
Pidana Korupsi, Undang-undang Tindak Pidana Narkotika, dan Undang-undang
mengenai Pornografi yang mengatur secara khusus Tindak Pidana Pornografi.1
Istilah tindak pidana menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku dan
gerak-gerik jasmani seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk
tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak berbuatnya dia, dia telah melakuakan
tindakan pidana.2
Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum,
larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang
siapa yang melanggar larangan tersebut3
Mengenai kewajiban untuk berbuat tetapi tidak dapat dibuat, yang di dalam
undang-undang menentukan Pasal 164 KHUP, ketentuan dalam pasal ini
mengharuskan seseorang melaporkan kepada pihak berwajib apabila akan timbul
kejahatan, ternyata dia tidak melaporkan, maka dia dapat dikenakan sanksi.
1 Teguh, Prasetyo, Hukum Pidana Edisi Revisi (Jakarta: Rajawali Pers 2012), h. 49 .
2 Teguh, Prasetyo, Hukum Pidana (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada  2014), h. 47-49 .
3 Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi, Hukum Pidana, (Jakarta : Fajar Interpramata Mandiri
2014), h. 35.
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Sudartono berpendapat bahwa pembentukan undang-undang sudah tepat
dalam pemakian istilah tindak pidana, dan beliau lebih condong memakai istilah
tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh pembentuk undang-undang.
Pendapat Sudartono diikuti oleh Teguh Prasetyo karena pembentukan undang-
undang sekarang selalu menggunakan istilah tindak pidana sehingga istilah tindak
pidana itu sudah mempunyai pengertian yang dipahami oleh masyarakat.
Oleh karena itu, setelah melihat berbagai definisi diatas, maka dapat diambil
kesimpulan bahwa yang disebut dengan tindak pidana adalah perbuatan yang
diatur oleh hukum, dilarang dan diancam dengan pidana, dimana pengertian
perbuatan disini selain perbuatannya yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang
sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatannya yang bersifat pasif (tidak
berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).4
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana
a. Unsur objektif
Unsur yang terdapat diluar si pelaku, unsur-unsur yang ada hubungannya
dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan si
pelaku itu dilakukan. Terdiri dari:
1) Sifat melanggar hukum
2) Kualitas diri si pelaku.
Misalnya keadaan sebagai pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan
menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari
suatu perseroan terbatas didalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP
4 Teguh, Prasetyo, Hukum Pidana Edisi Revisi (Jakarta: Rajawali Pers 2012), h. 50 .
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3) Kausalitas
Yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu
kenyataan sebagai akibat.
b. Unsur Subjektif
Unsur yang terdapat atau yang melekat pada diri sipelaku, atau yang di
hubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang
terkandung di dalam hatinya. Unsur itu terdiri dari:
1) Kesengajaan atau ketidak sengajaan (dolus atau culpa).
2) Maksud pada suatu percobaan, seperti terdapat dalam Pasal 53 ayat (1)
KUHP
3) Macam-macam maksud seperti yang terdapat dalam kejahatan-kejahatan
pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti yang tercantum dalam Pasal 340
KUHP, yaitu pembunuhan yang direncakan terlebih dahulu.
5) Perasaan takut seperti terdapat didalam pasal 308 KUHP.
3. Jenis-jenis Tindak Pidana
a. Kejahatan dan Pelanggaran
KUHP menempatkan kejahatan di dalam Buku Kedua dan Pelanggaran
dalam Buku Ketiga, tetapi  tidak ada penjelasan mengenai apa yang disebut
kejahatan dan pelanggaran. Semuanya diserahkan kepada ilmu pengetahuan untuk
memberikan dasarnya, tetapi tampaknya tidak ada yang sepenuhnya memuaskan.
Dicoba membedakan bahwa kejahatan merupakan rechtsdelict atau  delik
hukum dan pelanggaran merupkan wetsdelict atau delik undang-undang. Delik
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hukum adalah pelanggaran hukum yang dirasakan melanggar rasa keadilan,
misalnya perbuatan seperti pembunuhan, melukai orang lain  pencurian, dan
sebagainya. Sedangakan delik Undang-undang melanggar apa yang ditentukan
undang-undang, misalnya keharusan untuk mempunyai SIM bagi yang
mengendari kendaraan bermotor dijalan umum, atau mengenakan helem ketika
mengendarai sepeda motor. Disini tidak tersangkut sama sekali masalah  keadilan.
b. Delik Formal (Formil) dan delik material (Material)
Pada umumnya rumusan delik didalam KUHP merupakan rumusan yang
selesai, yaitu perbuatan yang di lakukan oleh pelakunya.
Delik formal adalah delik yang dianggap selesai dengan dilakukannya
perbuatan itu, atau dengan perkataan lain titik beratnya berada pada perbuatan itu
sendiri. Tidak dipermasalahkan perbuatannya, sedangkan akibatnya hanya
merupakan aksidentalia ( hal yang kebetulan ). Contoh delik formal adalah Pasal
362 (pencurian), Pasal 160 (penghasutan) dan Pasal 209 (penyuapan). Jika
seseorang telah melakukan perbuatannya mengambil dan seterusnya, dalam delik
pencurian sudah cukup. Juga jika penghasutan sudah dilakukan, tidak peduli
apakah yang dihasut benar-benar mengikuti hasutan itu.
Sebalikanya di dalam delik material titik beratnya pada akibat yang di
larang, delik itu dianggap selesai jika akibatnya sudah terjadi, bagaimana cara
melakukan perbuatan itu tidak menjadi masalah. Contohnya adalah Pasal 338
(pembunuhan), yang terpenting adalah matinya seseorang. Caranya boleh
mencekik, menusuk, menembak, dan sebagainya.
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c. Delik Dolus dan Delik Culpa.
1) Delik dolus adalah delik yang memuat unsur kesengajaan, rumusan
kesengajaan mungkin dengan kata-kata yang tegas…dengan kesengajaan,
tetapi mungkin juga dengan kata-kata lain yang senada,
seperti…diketahuinya, dan sebagainya. Contoh adalah Pasal-pasal 162, 197,
310, 338, dan lebih banyak lagi.
2) Delik Culpa didalam rumusannya memuat unsur kealpaan dengan
kata…karena kealpaanya, misalnya pada Pasal 359, 360, 195. Di dalam
beberapa terjemahan kadang-kadang dipakai istilah…karena kesalahannya.
d. Delik Commissionis dan Delik Omissionis
Pelanggar hukum dapat berbentuk berbuat sesuai dengan yang dilarang atau
tidak berbuat yang diharuskan (to commit = melakukan; to omit = meniadakan )
1) Delik Commissionis barangkali tidak terlalu sulit dipahami, misalnya
berbuat mengambil, menganiaya, menembak, mengancam, dan sebagainya.
2) Delik Omissionis dapat kita jumpai pada Pasal 522 (tidak datang
mengahadap ke pengadilan sebagai sanksi ), Pasal 164 ( tidak melapor
adanya pemufakatan jahat).
Disamping itu, ada yang disebut delik commissionis peromissionem
commisa. Misalnya seoang ibu yang sengaja tidak memberikan air susu kepada
anaknya yang masih bayi dengan maksud agar anak itu meninggal (Pasal 338),
tetapi dengan cara tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan.
Keharusan menyusui bayi tidak terdapat di dalam hukum pidana. Juga seorang
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penjaga pintu lintasan kereta api yang tidak menutup pintu itu sehingga terjadi
kecelakan (Pasal 164).
e. Delik Aduan dan Delik Biasa (Bukan Aduan)
Delik aduan (klachtelict) adalah tindak pidana yang penuntutannya hanya
dilakukan atas dasar adanya pengaduan dari pihak yang berkepentingan atau
terkena. Misalnya penghinaan, perzinahan, pemerasan. Jumlah delik aduan ini
tidak banyak terdapat di dalam KUHP. Siapa yang dianggap berkepentingan,
tergantung dari jenis delik dan kepentingan tergantung dari jenis deliknya dan
ketentuan yang ada. Untuk perzinahan misalnya, yang berkepentingan adalah
suami atau istri yang bersangkutan.5
B. Tinjauan Umum Tentang Kesalahan
1. Pengertian Kesalahan
a. Menurut Metzger
Kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya
pencelaan pribadi terhadap pelaku hukum pidana.6
b. Menurut Simons
Kesalahan adalah terdapatnya keadaan psikis pelaku dan hubungannya
dengan perbuatan yang dilakukan sedemikaan rupa, sehingga berdasarkan
keadaan psikis tersebut pelaku dapat dicela atas perbuatannya.
1) Keadaan psikis tertentu dari pelaku
2) Adanya hubugan yang sedemikian rupa antara keadaan psikis tersebut
dengan perbuatan yang dilakukan
5 Teguh, Prasetyo, Hukum Pidana Edisi Revisi (Jakarta: Rajawali Pers 2012), h. 58-61
6 Teguh, Prasetyo, Hukum Pidana Edisi Revisi (Jakarta: Rajawali Pers 2012), h.78
17
3) Berdasarkan keadaan psikis pelaku dapat dicela karena perbuatannya.7
2. Unsur-Unsur Kesalahaan
Berkaitan dengan kesalahan yang bersifat psikologis dan kesalahan yang
bersifat normatif, dapat disimpulkan bahwa kesalahan memiliki beberapa unsur:
a. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pelaku, dalam arti jiwa si
pelaku dalam keadaan sehat dan normal;
b. Adanya hubungan batin antara sipelaku dengan perbuatannya, baik yang
disengaja (dulus) maupun karena kealpaan( culpa );
c. Tidak adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan.
Roeslah Saleh di dalam bukunya perbuatan, dan pertanggung jawaban
pidana mengatakan bahwa tiga unsur kesalahan itu tidak dapat dipisah-pisahkan,
yang satu tergantung pada yang lain berturut-turut.8
3. Pertanggung Jawaban.
Pertanggungjawaban dapat diartikan sebagai diteruskannya celaan yang
objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif  yang memenuhi
syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan
pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah
asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana
jika ia mempunyai kesalahan dan melakukan perbuatan pidana tersebut. Kapan
seseorang dikatakan mempunyai kesalahan menyangkut masalah pertanggung
jawaban pidana. Oleh karena itu pertanggungjawaban pidana adalah
pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya,
7 Frans Maramis, Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia (Jakarta : Rajawali Pers
2013),h. 114
8 Teguh, Prasetyo, Hukum Pidana Edisi Revisi (Jakarta: Rajawali Pers 2012), h.82
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yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya.
Terjadinya pertanggung jawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang
dilakukan oleh seseorang. Pertanggung jawaban pidana pada hakikatnya
merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi
terhadap negara pelanggar atas ‘kesepakatan menolak` suatu perbuatan tertentu.9
C. Tinjauan Umum Tentang Lalu Lintas
1. Pengertian Lalu Lintas
Lalu lintas (traffic) adalah kegiatan lalu lalang atau gerak kendaraan, orang,
atau hewan dijalan. Masalah yang di hadapi dalam perlalululintasan adalah
keseimbangan antara kapasitas jaringan jalan dengan banyaknya kendaraan dan
orang yang berlalu-lalang menggunakan jalan tersebut. Jika kapasitas jaringan
jalan sudah hampir jenuh, apalagi terlampaui, maka yang terjadi adalah kemacetan
lalu lintas. Persoalan ini sering dirancungkan sebagai persoalan angkutan.10
Di dalam Undang-undang No. 22 tahun 2009 Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan (selanjutnya disingkat UU LLAJ) didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan
orang di ruang lalu lintas jalan, sedang yang dimaksud dengan ruang lalu lintas
jalan adalah prasarana yang diperuntukan bagi gerak pindah kendaraan, orang
dan/atau barang yang berupa jalan atau fasilitas pendukung. Operasi lalu lintas di
jalan raya ada empat unsur yang saling terkait yaitu pengemudi, kendaraan, jalan
dan pejalan kaki.
Pemerintah mempunyai tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan
jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien
9 Mahrus, Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, (Jakarta:Sinar Grafika 2015),h. 156.
10 Suwardjoko P. Warpani, Pengelolaan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, (Bandung:
Penerbit ITB,2002), h. 1.
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melalui menajemen lalu lintas dan rekayasa lalu lintas. Tata cara berlalu lintas di
jalan diatur dengan peraturan perundangan menyangkut arah lalu lintas, prioritas
menggunakan jalan, lajur lalu lintas, dan pengendalian arus dipersimpangan.11
Untuk memahami pengertian lalu lintas tersebut, penulis mengemukakan
beberapa pengertian lalu lintas baik menurut UULLDAJ, maupun pendapat para
pakar hukum. Menurut Pasal 1 Ayat 2 UULLDAJ “lalu lintas adalah gerak
kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan”.
Sementara itu menurut W.J.S.Poerwodarmito bahwa lalu lintas adalah:
1) Perjalanan bolak balik
2) Perilah perjalanan di jalan dan sebagainya
3) Perhubungan antara sebuah tempat12
Menurut Muhammad Ali, lalu lintas adalah berjalan, bolak balik, perjalanan
di jalan.
Menurut Ramdlon Naning juga menguraikan pengertian tentang lalu lintas
yaitu gerak pindah manusia dengan atau tanpa alat penggerakan dari satu tempat
ketempat lainnya.13
2. Dasar Hukum Aturan Lalu Lintas
Pelanggaran lalu lintas yang dilakukan dengan sengaja maupun dengan
kealpaan, diharuskan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan karena
11 M. Yasir, Tinjaun Yuridis Tindak Pidana Kelalaian Yang Menyebabkan Hilangnya
Nyawa Orang lain Skripsi 2014, h. 12
12 Todingrara, Maghdalena. Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Menimbulkan
Kecelakaan Berakibat Kematian Skripsi 2013, h. 20.
13 Todingrara, Maghdalena. Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Menimbulkan
Kecelakaan Berakibat Kematian Skripsi 2013, h. 21.
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kesengajaan atau kealpaan merupakan unsur kesalahan, yang terdapat dalam Pasal
316 ayat (1) Undang-undang No. 22 tahun 2009 (UU LLAJ) .
Tindak pidana pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan diatur dalam
Undang-undang No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Sebagai Undang-undang diluar kodifikasi, Undang-undang No.22 tahun
2009 juga mengatur tentang prosedur beracara dalam penanganan pelanggaran
lalu lintas dan angkutan jalan. Pengaturan tersebut, antara lain tentang penyidikan.
Dalam Undang-undang ini ditentukan bahwa penyidik tindak Pidana Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan dilakukuan oleh:
1) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus
menurut undang – undang ini.14
Sesuai Pasal 106 Berbunyi setiap orang yang mengemudikan kendaraan
bermotor dijalan wajib memenuhi ketentuan:
1) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib
mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi.
2) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib
megutamakan keselamatan pejalan kaki dan pesepeda.
3) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib
mematuhi ketentuan tentang persyaratan teknis dan laik jalan.
4) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib
memenuhi ketentuan:
14 Ruslan Renggong, HUkum Pidana Khusus Memahami Delik-delik Di Luar KUHP,
(Rawungan-Jakarta: Penerbit Prenadamedia Group 2016), h. 211.
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a. Rambu perintah atau rambu larangan
b. Marka jalan;
c. Alat pemberi isyarat lalu lintas;
d. Gerakan lalu lintas;
e. Berhenti dan parkir;
f. Peringatan dengan bunyi dan sinar;
g. Kecepatan maksimal atau minimal; dan/atau
h. Tata penggandengan dan penempelan dengan kendaraan lain.
5) Pada saat diadakan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan Setiap orang
yang mengemudikan kendaraan bermotor wajib menunjukkan :
a. Surat tanda nomor kendaraa bermotor atau surat tanda coba kendaraan
bermotor;
b. Surat izin mengemudi;
c. Bukti lulus uji berkala; dan/atau
d. Tanda bukti lain yang sah.
6) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor beroda empat atau
lebih di jalan dan penumpang yang duduk di sampingnya wajib
mengenakan sabuk keselamatan.
7) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor beroda empat atau
lebih yang tidak dilengkapi dengan rumah-rumah di jalan dan penumpang
yang duduk di sampingnya wajib mengenakan sabuk keselamtan dan
mengenakan helem yang memenuhi standar nasional Indonesia.
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8) Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor dan penumpang sepeda
motor wajib mengenakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia
9) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan sepeda motor tanpa kereta
samping dilarang membawa penumpang lebih dari 1 (satu) orang.15
Berlalu lintas sebagai wujud pengaturan bagi pengendara kendaraan, maka
harus mentaati aturan undang-undang tentang berlalu lintas dengan
memperhatikan Pasal-pasal, antara lain:
Pasal 281 yang berbunyi “setiap orang yang mengemudikan kendaraan
bermotor di jalan yang tidak memiliki surat izin mengemudi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling
lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta
rupiah)”.
Pasal 287 yang berbunyi “setiap orang yang mengemudikan kendaraan
bermotor di jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang
dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106
ayat (4) huruf a atau Marka jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat
(4) b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda
paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)”.
Pasal 307 yang berbunyi “setiap orang yang mengemudikan kendaraan
bermotor angkutan umum barang yang tidak mematuhi ketentuan mengenai
tata cara pemuatan, daya angkut, dimensikendaraan sebagaimana dimaksud
15 Undang-undang lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan
Jalan (Surabaya: Kesindo utama 2013).h. 64.
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dalam Pasal 169 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua)
bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).16
Selain diatur dalam perundang-undangan lalu lintas juga diatur didalam
KUHP yakni Pasal 359 yang berbunyi ”barang siapa karena kesalahannya
(kealpaan) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling
lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.17
Adapun tata cara penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan,
dilakukan berdasarkan tahapan-tahapan sebagai berikut: setiap pelanggaran di
bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diperiksa menurut pemeriksaan cepat dan
bagi mereka terbukti melanggar dapat dikenai pidana denda berdasarkan
penetapan pengadilan. Acara pemeriksaan cepat dapat dilaksanakan tanpa
kehadiran pelanggar. Pelanggaran yang tidak dapat hadir dapat menitipkan denda
kepada bank yang ditunjukkan oleh Pemerintah. Jumlah denda yang dititipkan
kepada bank, sebesar denda maksimal yang dikenakan untuk setiap pelanggaran
Lalu Lintas dan angkutan Jalan. Bukti penitipan uang denda wajib dilampirkan
dalam berkas bukti pelanggaran.
Dalam putusan Pengadilan menetapkan pidana denda lebih kecil dari pada
uang denda yang dititipkan, sisa uang denda harus diberitahukan kepada
pelanggar untuk diambil. Sisa uang yang tidak diambil dalam jangka waktu 1
(satu) tahun sejak penetapan putusan pengadilan disetor ke kas negara. Uang
denda yang ditetapkan Putusan Pengadilan disetorkan ke kas negara sebagai
16 Undang-undang lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan
Jalan (Surabaya: Kesindo utama 2013).h. 139.
17 Kumpulan Kitab Undang-Undang Hukum, KUH Perdata, KUHP dan KUHAP
(Wipres:2008), h. 510.
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penerimaan negara bukan pajak. Kepolisian Negara Republik Indonesia dan
Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan penegakan hukum di Jalan
yang pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.18
3. Ruang Lingkup Lalu Lintas
Ruang lingkup rekayasa lalu lintas dalam prakteknya mencakup 5 (lima)
bagian penting sebagai berikut:
a. Studi Karakteristik Lalu Lintas
1) Faktor-faktor kendaraan dan manusia
2) Volume lalu lintas, kapasitas jalanan dan persimpangan
3) Arus lalu lintas, kapasitas jalan dan persimpangan
4) Pola perjalanan, faktor pertumbuhan dan asal tujuan lalu lintas
5) Faktor-faktor mengenai parkir dan terminal
6) Pelayanan fasilitas dan pemakaian
7) Analisis kecelakaan lalu lintas
b. Perencanaan Transportasi yang meliputi
1) Studi transportasi regional
2) Perencanaan jangka panjang mengenai jaringan jalan, sistem transportasi
umum, terminal dan parkir
3) Perencanaan khusus pembangunan, peningkatan atau penyebaran kembali
lalu lintas
4) Studi tentang dampak lingkungan
18 Ruslan Renggong, HUkum Pidana Khusus Memahami Delik-delik Di Luar KUHP,
(Rawungan-Jakarta: Penerbit Prenadamedia Group 2016), h. 214.
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5) Penilaian factor-faktor sistem transportasi dan perilaku pemakaian jalan
pada suatu sistem lalu lintas
c. Perencanaan Geometrik Jalan, Penerapan rekayasa lalu lintas pada perencanaan
geometric meliputi:
1) Perencanaan jalan baru, dimana jumlah kendaraan yang direncanakan akan
melaluinya serta kecepatan rencana, direncanakan pada analisis rekayasa
lalu lintas, demikian juga dengan perencanaan horizontal, vertikal,
kelandaian, kemiringan dan pemotongan lintang jalan.
2) Perencanaan ulang jalanan dan persimpangan lama untuk meningkatkan
kapasitas keamanan.
3) Perencanaan parkir dan terminal.
4) Penetapan standar- standar untuk jalan raya.
d. Operasi Lalu Lintas, Operasi lalu lintas dilaksanakan oleh pejabat yang
berwenang dengan cara menerapkan alat-alat kontrol lalu lintas agar sesuai
dengan standar dan ketentuan lainnya. Penerpan dapat dilakukan melalui:
1) Peraturan perundang-undangan.
2) Alat-alat kontrol
3) Standard an kebutuhan
e. Administrasi, untuk mencapai tujuan dari rekayasa lalu lintas dibutuhkan
sejumlah administrasi yang meliputi:
1) Organisasi yang berwenang menjalankan tugas pengaturan lalu lintas.
2) Kantor pelaksanaan harian.
3) Hubungan antar instansi terkait.
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4) Administrasi lanjutan yang mengelola anggaran, kebutah personil untuk
perubahan administrasi atau organisasi.19
D. Tinjauan Umum Tentang Kecelakaan
1. Pengertian Kecelakaan
Kecelakaan adalah suatu peristiwa dijalan yang tidak disangka-sangka
dan tidak disengaja melibatkan kendaraan yang sedang bergerak dengan ataupun
penggunaan jalan lainnya, mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta
benda. Kecelakaan disebut juga fatal apabila sampai menimbulkan korban jiwa
(meninggal dunia). 20
2. Faktor-faktor penyebab kecelakaan
Kecelakaan lalu lintas pada umumnya terjadi karena berbagai faktor
penyebab yang bekerja secara serempak, seperti: pelanggaran atau sikap tak hati-
hati dari para pengguna jalan (pengemudi dan pejalan ), kondisi kendaraan, cuaca,
serta pandangan yang terhalang. Kesalahan pengemudi merupakan faktor utama
dalam banyak kecelakaan antara lain karena kelelahan, kelengahan, kekurangan
hati-hatian, dan kejemuan. Di amerika serikat, ditemukan pula bahwa faktor usia
berperan pula dalam kecelakaan. Pengemudi dibawah usia 25 tahun lebih banyak
terlibat dalam kecelakaan. Kecelakaan dibandingkan dengan pengemudi yang
umurnya lebih tua.
Sayang sekali pencatatan data kecelakaan di Indonesia belum cukup lengkap
untuk bisa dianalisis guna menemukan sebab-musabab kecelakaan lalu lintas
19 Alik ansyori alamsyah, Rekayasa Lalu Lintas Edisi Revisi (Malang: Umm Press), h. 3-4
20 Suwardjoko P. Warpani, Pengelolaan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, (Bandung:
Penerbit ITB,2002), h. 118.
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sehingga dengan tepat bisa diupayakan penanggulannya. Penyebab kecelakaan
dikelompokkan dalam empat unsur, yakni: Manusia, kendaraan, jalan, dan
lingkungan.21
E. Pandangan Islam Tentang Lalu Lintas
Hamba –hamba tuhan pencurah kasih adalah orang-orang yang berjalan
dimuka bumi dengan rendah hati dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka
mereka mengucapkan salam (yakni berpisah dengan damai) sebagaimana di
dalam al-quran Q.S Al- isra ayat 37
               
Terjemahannya:
Dan janganlah kamu berjalan dimuka bumi ini dengan sombong, karena
sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menenbus bumi dan sekali kali
kamu tidak akan sampai setinggi gunung.22
Dalam konteks cara jalan, Nabi SAW, meningatkan agar tidak berjalan
membusungkan dada, namun demikian, ketika beliau melihat seseorang berjalan
menuju arena perang dengan penuh semangat dan terkesan angkuh beliau
bersabda: sesunggunya cara jalan ini dibenci oleh Allah, kecuali dalam situasi
(perang) ini (H.R. Muslim)
Kini pada masa kesibukan dan kesemrautan lalu lintas, kita dapat
memasukkan kedalam cakupan pengertian ayat di atas penghemat terhadap
disiplin lalu lintas. Peraturan lalu lintas jalan raya serupa dengan peraturan lalu
lintas kehidupan, jangan pernah berkata bahwa lampu merah menghambat lalu
21 Suwardjoko P. Warpani, Pengelolaan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, (Bandung:
Penerbit ITB,2002).  h. 108
22 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahan (Jakarta:1 maret
1971). h.429
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lintas, ia justru memuluskannya. Karena itu, sebagaimana kewajiban menghindari
yang haram, maka wajib pula mengindahkan lampu merah, dan sebagaimana
keharusan menaati pemimpin pemerintah suka kepadanya atau tidak maka
demikian juga keharusan mengindahkan polisi lalu lintas yang mengatur
kelancaran jalan, karena dengan membangkan akan terjadi choos, kekacauan dan
kesamrautan. Para polisi itu adalah bagian dari apa yang dinamai ulu al- amr
yakni orang-orng yang memiliki wewenang memerintah dinyatakan harus ditaati.
Tentu saja bila tidak melanggar hukum.Q.S An-Nisaa ayat 59
               
                
     
Terjemahannya:
Hai orang-orang yang beriman, taatilah Rasulnya, dan ulil amri diantara
kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu maka
kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Quraan) dan Rasul(sunnahnya, jika
kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang
demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya.23
Pesan-pesan ayat di atas bukan berarti anjuran berjalan perlahan, atau
larangan bergerak cepat. Nabi Muhammad SAW dilukiskan dengan berjalan gesit,
dan penuh semangat, bagaikan turun dari dataran tinggi.
Seorang pemuda dilihat oleh sayyidina Umar ra, berjalan melempen tanpa
semangat bagaikan orang sakit. Beliau menghentikannya sambil bertanya apakah
engkau sakit ? tidak jawabnya. Maka sayyidina Umar ra menghardik dan
23 Departemen Agama Republik Indonesian, Al-Quran danTerjemahan (Jakarta:1 maret
1971). h. 128
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memerintahkannya berjalan dengan penuh semangat. Kalau anda ingin
memperluas makna pesan-pesan ayat diatas, maka anda dapat berkata bahwa ia
tidak sekedar menggambarkan cara jalan yang baik, tetapi juga tuntutan pengguna
jalan agar berintraksi dengan semua pihak terbaik mungkin bukan saja
memerhatikan hak. Hak Asasi Manusia, tetapi juga dalam istilah Nabi
Muhammad SAW hak-hak asasi jalan.24
Jika anda belum penah mendengar istilah ini maka ketahuilah bahwa Nabi
Muhammad menggaris bawahi empat hal yang menjadi hak asasi jalan jalan (H.R
Bukhari dan Muslim) yaitu:25
a. Membatasi pandangan termasuk tidak memperlampat kendaraan, atau
berkerumun sehingga memacetkan lalu lintas sekedar untuk melihat satu
peristiwa.
b. Menghindarkan gangguan bukan saja dengan tidak membuang sampah dijalan
tetapi juga misalnya tidak membunyikan klakson secara berlebihan.
c. Menyebarluaskan kedamaian, antara lain dengan bertoleransi memberi peluang
mendahului bagi siapa yang memintanya. Disisi lain berterimah kasih  walau
dengan mengangguk atau mengangkat tangan, kepala yang melapangkan buat
anda.
d. Mengajak kepada kebaikan serta menghalangi kemungkaran. Bukti terakhir ini
mencakup banyak hal karena memang berjalan atau mengemudi membutuhkan
bukan sekedar pengetahuan tentang jalan dan berjalan, tetapi juga seni dan di
atas seni ada akhlak.
24 http://quraishshihab.com/article/berlalu-lintas/(diaksesl 10-12-2016, 20.00 WITA)




A. Jenis dan Lokasi Penelitian
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research),
yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriftif berupa kata-kata
tertulis dan lisan dari orang-orang dari pelaku yang dapat diamati. Secara
sederhana, penelitian lapangan digunakan untuk memperjelas kesesuain antara
teori dan praktik.
2. Lokasi penelitian
Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan yang berkaitan
dengan permasalahan dan pembahasan, dengan melakukan penelitian dengan
memilih penelitian di Pangkep, tepatnya di Pengadilan Negeri Pangkajene sebagai
instansi relevan untuk memperoleh data dan melakukan penelitian untuk
menjawab rumusan masalah yang diteliti oleh penulis.
B. Pendekatan Penelitian
Pendekatan penelitian adalah metode atau cara mengadakan penelitian,
dalam rangka pendekatan pada obyek yang diteliti serta pokok permasalahan,
maka spesifiknya pada penelitian ini adalah penelitian yuridis normative.
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Adapun pendekatan normative adalah pendekatan undang-undang yang
dilakukan dengan menelaah semua undang-undang atau regulasi yang bersangkut
pautan dengan isu hukum yang sedang ditangani1
C. Sumber Data
Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
1. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara,
narasumber dan pihak-pihak yang terkait dengan penulisan skripsi ini.
2. Data sekunder yaitu data atau dokumen yang diperoleh dari instansi lokasi
penelitian, literatur serta peraturan-peraturan yang ada relevansinya dengan
materi yang dibahas. Data sekunder terdiri dari bahan buku primer, bahkan
hukum sekunder serta bahan hukum tersier yang dikumpulkan berdasarkan
topik  permasalahan yang dirumuskan:
a. Bahan hukum primer, berupa undang-undang No.22 Tahun 2009 Tentang
lalu lintas dan angkutan jalan.
b. Bahan hukum sekunder, berupa hasil-hasil penelitian, internet, buku,
artikel ilmiah dan lainnya.
c. Bahan hukum tersier, berupa Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa
Indonesia (KKBI).
D. Metode Pengumpulan Data
Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini
adalah antara lain adalah menggunakan metode-metode sebagai berikut:
1 Peter Mahmud marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi, (Jakarta : Kencana 2015). h. 93.
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1. Studi dokumen, yaitu dengan mempelajari dokumen-dokumen yang
berhubungan dengan masalah penyusunan yang di teliti yaitu dokumen
putusan.
2. Observasi, yaitu pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap
gejala yang tampak pada ojek penelitian. Metode observasi ini, untuk
mengumpulkan data untuk putusan pengadilan.
3. Wawancara, yaitu dengan melakukan Tanya jawab secara lisan, tertulis dan
terstruktur dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disusun
terlebih dahulu. Dalam hal ini, dilakukan wawancara denga Hakim di
Pengadilan Negeri pangkajene yang ada keterkaitannya dengan penelitian
ini.
E. Instrumen Penelitian
Instrumen penelitian yang dipakai untuk memperoleh data-data penelitian
saat sudah memasuki tahap pengumpulan data dilapangan adalah wawancara,
dokumen dan observasi. Instrument penelitian inilah yang  akan menggali data
dari sumber – sumber informasi.
F. Teknik Pengelolahan dan Analisis
1. Tehnik pengolahan data
Pengolahan data secara sederhana diartikan sebagai proses mengartikan
data-data lapangan sesuai dengan tujuan, rancangan dan sifat penelitian. Metode
pengolahan data dan penelitian ini adalah:
a. Editing data adalah pemeriksaan data hasil penelitian yang bertujuan untuk
mengetahui relevansi (hubungan) dan keabsahan data yang akan dideskripsikan
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dalam menemukan jawaban pokok permasalahan. Hal ini dilakukan dengan
tujuan memperbaiki kualitas data serta menghilangkan keraguan atas data yang
diperoleh dari hasil wawancara.
b. Koding data adalah penyesuaian data yang diperoleh dalam melakukan
penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan dengan pokok pangkalan
pada permasalahan dengan cara memeberi kode-kode tertentu pada tiap data
tersebut.
2. Analisis Data
Data yang diperoleh dan dikumpulkan baik dalam data primer maupun data
sekunder dianalilis secara kualitatif yaitu suatu cara penelitian yang dilakukan
guna mencari kebenaran kualitatif. Analisis kualitatif merupakan analisis data
untuk mengungkapakan dan mengambil kebenaran yang diperoleh dari
kepustakaan dan penelitian lapangan yaitu dengan menggabungkan antara




HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
1. Sejarah Pengadilan Negeri Pangkajene
Bahwa sebelum perang dunia II daerah Kabupaten dati II Pangkajene dan
kepulauan yang Ibu kotanya disebut Pangkajene, belum berbentuk Pengadilan
Negeri oleh karena pada waktu itu daerah Pangkajene masuk wilayah hukum
Pengadilan Negeri Makassar ( sekarang Kota Makassar ) dan Pengadialan
Negerinya disebut “ Landraad” Makassar.
Pada tahun 1943 semasa pemerintahan jepang barulah Pengadilan Negeri
Pangkajene terbentuk dengan bantuan masyarakat setempat, menempati kantor
yang bersifat sementara atau pinjaman yang berlokasi di Ibu Kota Kabupaten
Daerah Tingkat II Pangkajene dan Kepulauan dengan ketuanya yang pertama
bernama Thio Tjong Goon  dengan jumlah pegawainya sebanyak 7 orang.
Bahwa dalam situasi dan kondisi Daerah yang masih serba kekurangan
maka Pengadilan Negeri Pangkajene sering berpindah-pindah kantor disekitar
kota pangkaje, bahkan kantor Pengadilan Negeri Pangkajene pernah berkantor di




4. Abdul Ganis, S.H (1982-1996)
5. Nurhayati (1997-1998)
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6. Abdul Gani Lahabe S.H (1995-2005)
7. Supu Patta (2005-2006)
8. Masjidin, S.H (2006-2013)
9. Jabal Nur AS.S.Sos.M.H (2013-Sekarang)
Bahwa pada tahun anggaran 1972/1973, barulah Pengadilan Negeri
Pangkajene memiliki tempat permanen yang kini sudah rusak berat dan ditempati
pegawai Pengadilan Negeri Pangkajene setelah itu di bangun gedung kantor
pengadilan yang berlantai dua pada tahun 1985 yang berlokasi di JL. Sultan
Hasanuddin No. 38 pangkajene yang diresmikan oleh Ketua Pengadilan Tinggi
Ujung Pandang H. Soekotjo, S.H pada tanggal 15 mei 1986.
Bahwa pada tahun anggaran 1991/1972, Pengadilan Negeri Pangkajene
mendapatkan tambahan gedung kantor untuk ruang Panitera Pengganti dan ruang
arsip, sehingga Kantor Pengadilan Negeri Pangkajene pada saat itu telah  dapat
menampung penataan yang cukup memadai terhadap para pegawai.
Pada tahun anggaran 2002, Pengadilan Negeri Pangkajene mendapat
tambahan gedung kantor untuk rauang pertemuan Dhamayukti, ruang kopersi dan
ruang mushallah.
Bahwa Pengadilan Negeri Pangkajene pada saat ini diketuai oleh H.
Hasanur Rachmansyah Arief, S.H.M.HUM.
2. Visi dan Misi Pengadilan Negeri Pangkajene
Visi Pengadilan Negeri Pangkajene
Mewujudkan supremasi hukum melalui kekuasaan kehakiman yang
mandiri, efektif, efesien dan mendapatkan kepercayaan publik, profesional dan
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memberi pelayanan hukum yang berkualitas, etis, terjangkau, dan biaya rendah
bagi masyarakat serta mampu menjawab panggilan pelayanan publik.
Misi Pengadilan Negeri Pangkajene
a. Mewujudkan rasa keadilan sesuai dengan Undang-undang dan peraturan, serta
memahami rasa keadilan masyarakat.
b. Mewujudkan peradilan yang mandiri independent, bebas dari campur tangan
pihak lain.
c. Memperbaiki akses pelayanan dibidang peradilan kepada masyarakat.
d. Memperbaiki kualitas infut internal pada proses peradilan.
e. Mewujudkan institusi peradilan yang efektif, efesien, bermartabat, dan
dihormati.
f. Melaksanakan kekuasaan kehakiman yang mandiri, tidak memihak dan
transparan
3. Alamat Pengadilan Negeri Pangkajene







B. Pertimbangan Hukum Formiil Oleh Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan
Terhadap Tindak Pidana Lalu  Lintas Yang Mengakibatkan Meninggalnya
Orang Lain Dalam Putusan  No.82/ Pid.Sus/2016/Pn/Pkj.
1. Posisi Kasus
Pada awalnya terdakwa Yosep pada hari selasa tanggal 26 April 2016
sekita*r jam 17:30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016
bertempat di JL. Poros Makassar-Parepare, Kp. Kalibone, Kel. Bontolangkasa,
Kec. Minasatene, Kab. Pangkep atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang
masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Pangkajene, berawal
pada waktu dan tempat seperti yang disebutkan diatas, terdakwa sedang
mengendarai sebuah Mobil Mitsubishi Light Truck Box, No.Pol. DD 9771 OH
(STNK DD 8972 MT bersama dengan saksi Edo, berkendaraan dari utara ke
selatan. Ketika berada tepat ditikungan Kalibone, karena kelalainnya, Mobil yang
dikendarainya oleng dan melompati pembatas jalan sehingga pindah kejalur
sebelah, yang mana pada sat itu dijalur sebelah juga melintas korban LK. Makmur
mengendarai sepeda Jupiter MX No. Pol DD 6965 DN dari arah ke selatan ke
utara, sehingga Lk. Makmur menabrak bagian samping kiri mobil Terdakwa dan
terjatuh dari motor. Ketika mobil yang dikendarai Terdakwa melewati pembatas
jalan terdakwa tidak dapat mengendalikan mobil karena memang kondisi setir
kadang-kadang los dan remnya blong dan terdakwa juga tidak dapat
memperingatkan korban Lk. Makmur karena klaksonnya juga dalam kondisi
rusak. Akibat tabrakan tersebut, korban Lk. Makmur langsung tergeletak di
pinggiran jalan di sebelah kiri mobil yang dikendarai terdakwa.
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2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum
Adapun isi dakwaan penuntut umum terhadap tindak pidana lalu lintas yang
dilakukan terdakwa YOSEP yang dibacakan pada persidangan di hadapan Hakim
Pengadilan Negeri Pangkajene yang pada pokoknya mengatakan sebagai berikut:
Bahwa terdakwa Yosep pada hari selasa tanggal 26 April 2016 sekitar jam
17:30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di
JL. Poros Makassar-Parepare, Kp.Kalibone, Kel. Bontolangkasa, Kec.Minasatene,
Kab. Pangkep atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk
dalam daerah hukum pengadilan Negeri Pangkajene, berawal pada waktu dan
tempat seperti yang disebutkan diatas, terdakwa sedang mengendarai sebuah
Mobil Mitsubishi Light Truck Box, No. Pol. DD 9771 OH (STNK DD 8972 MT
bersama dengan saksi Edo, berkendaraan dari utara keselatan. Ketika berada tepat
ditikungan Kalibone, karena kelalainnya, Mobil yang dikendarainya oleng dan
melompati pembatas jalan sehingga pindah kejalur sebelah, yang mana pada saat
itu dijalur sebelah juga melintas korban LK. Makmur mengendarai sepeda Jupiter
MX No. Pol DD 6965 DN dari arah selatan ke Utara, sehingga Lk. Makmur
menabrak bagian samping kiri mobil Terdakwa dan terjatuh dari motor. Ketika
mobil yang dikendarai Terdakwa melewati pembatas jalan terdakwa tidak dapat
mengendalikan mobil karena memang kondisi setir kadang-kadang los dan
remnya blong dan terdakwa juga tidak dapat memperingatkan korban Lk.
Makmur karena klaksonnya juga dalam kondisi rusak. Akibat tabrakan tersebut,
korban Lk. Makmur langsung tergeletak di pinggiran jalan di sebelah kiri mobil
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yang dikendarai terdakwa. akibat perbuatan terdakwa tersebut korban meninggal
dunia.
a. Keterangan Saksi
1) Rustan Nanring bin dg. Nanring dibawah sumpah pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa kejadian pada hari selasa tanggal 26 April 2016 sekitar pukul
17:30 Wita di jalan poros Makassar- Parepare, Kp. Kalibone,Kel. Bonto
Langkasa, Kec. Minasatene , Kab.Pangkep ;
- Bahwa saksi tidak tahu persis kecelakaan lalu lintas tersebut, namun
setelah kejadian baru saya mengetahui bahwa bentuk kecelakaan tersebut
yaitu sebuah mobil Mitsubishi Ligh Truck Box No. Pol. DD 9771 OH
yang dikemudikan oleh terdakwa bergerak dari arah utra keselatan
melompati pembatas jalan dan pindah jalur, melawan arus kemudian
bertabrakan dengan sebuah sepeda motor Yamaha Jupiter MX NO. Pol.
DD 6965 DN yang dikendarai oleh kakak saya yang bernama Makmur
yang bergerak dari selatan ke utara
- Bahwa benar yang menjadi korban kecelakaan adalah kakak saksi;
- Bahwa sewaktu saya sampai ditempat kejadian kakak saya sudah tidak
ada ditempat, yang ada hanya mobil Mitsubishi Light Truck Box No. Pol.
DD 9771 OH yang dikemudikan oleh terdakwa dan sebuah sepeda motor
Yamaha Jupiter MX No. Pol. DD 6965 DN  yang dikendarai oleh kakak
saya;
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- Bahwa benar akibat dari kecelakan tersebut mengakibatkan kakak saya
meninggal dunia;
- Bahwa menurut pihak rumah sakit bahwa kakak saya sudah meninggal
ditempat kejadian ;
- Bahwa tidak ada kesepakatan perdamaian ataupun sumbangan duka dari
pihak keluarga Terdakwa
Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.
2) Edo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa awal kejadiannya adalah pada hari selasa tanggal 26 April 2016
pukul 12.00 wita kami mengantar barang campuran dari Makassar
menuju pasar di pangkep, setelah barang kami antar dan di bongkar kami
langsung pulang menuju Makassar sekitar pikul 16.30 Wita, pada saat
jalan kami menikung di kalibone, Kab. Pangkep, terpaksa mobil kami di
banting ke kanan karena ada mobil truk di depan yang sudah sangat
dekat, sehingga mobil kami melewati pembatas jalan dan
menghancurkan pot bunga yang ada di atasnya, kemudian mobil pindah
jalur berputar ke kiri dan bergerak mundur dan berhenti melintang di
bahu sebelah kiri dari arah selatan ke utara menghadap timur;
- Bahwa benar mobil yang terdakwa kendarai bersama saksi yaitu mobil
kampas No. Pol. DD 9771 OH seperti yang diperlihatkan oleh Majelis
Hakim;
- Bahwa benar  sewaktu mobil melompat jalan dan keluar jalur, mobil
menabrak pengendara sepeda motor Jupiter MX No.Pol. DD 6965 ;
41
- Bahwa benar kondisi rem mobil tersebut tidak berfungsi normal, remnya
harus dikocok.
- Bahwa benar sesaat setelah kejadian saksi dan terdakwa korban yang
sudah lemas, kemudian kami antar  kerumah sakit;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut korban meninggal dunia;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
3) Tajibrianto bin Sarmini, keterangannya dibacakan dipersidangan
menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa sewaktu saksi di ambil keterangannya oleh penyidik saksi dalam
keadaan sehat;
- Bahwa saksi mengerti kenapa diperiksa sebagai saksi karena adanya
kecelakaan lalu lintas antara Mitsubishi Ligh Truck Box No.Pol. DD
6965 OH dan sebuah sepeda motor Yamaha MX No. Pol.DD 6965 DN;
- Kejadian pada hari selas tanggal 26 April 2016 sekitar pukul 17.30 Wita
di jalan Poros Makassar- Parepare Kampug Kalibone, Kel. Bonto
Langkasa, Kec. Minasatene, Kab. Pangkep;
- Bahwa sebelum kejadian saksi tidak kenal dengan pengendara mobil
Mitsubishi Ligh Truck Box No. Pol. DD 9771 OH dan pengendara
sepeda motor Yamaha MX No. Pol. DD 6965 DN nanti setelah dikantor
Polisi;
- Bahwa pada waktu kejadian kecelakaan lalu lintas cuaca hujan gerimis;
- Bahwa pada waktu kejadian saya berada di TKP sekitar 10 (sepuluh
meter ) dan tidak ada yang menghalangi pemandangan saya;
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- Pada saat terjadi kecelakaan saya berada di depan bengkel sedang cerita
dengan teman, tiba-tiba melihat mobil Mitsubishi  Ligh Truck Box No.
Pol. DD 9771 OH melewati pembatas jalan dan menghancurkan pot
bunga yang ada di atasnya, kemudian mobil pindah jalur berputar kekiri
dan bergerak mundur dan berhenti melintang dibahu sebelah kiri dari
arah selatan keutara menghadap ketimur, kemudian banyak orang yang
berhenti di TKP dan nada yang berkta “ada orang dibawah mobil
kemudian saya masuk ke dalam rumah mengambil baju kemudian
menuju TKP, setelah tiba di TKP, saya melihat sebuah sepeda motor
Yamaha Jupiter MX NO. Pol. DD 6965 DN serta pengendara tergeletak
di samping kiri mobil Mitsubishi Ligh Truck Box No. Pol. DD 9771 OH,
selanjutnya korban dibawa ke rumah sakit diantar oleh sopir mobil dan
temannya;
- Bahwa pada saat kejadian kecepatan mobil sekitar  60 Kilo Meter per
jam dan saya tidak mendengar suara rem dan klakson;
- Pada saat di TKP korban sudah tidak bergerak
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
b. Alat Bukti Surat
Alat bukti surat yang diajukan dipersidangan berupa:
Hasil Visum Et Repertum terhadap jenash Lk. Makmur dari RSUD Pangkep
Nomor Surat Keterangan 011/RSU/VER /5.5 / V/ 2016 B, tanggal 13 Mei 2016
yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nurhidayah menyimpulkan :
 Korban masuk dalam keadaan meninggal dunia
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 Pipi : Memar pada pipi sebelah kiri;
 Hidung : Keluar darah dari hidung;
 Telinga : Keluar darah dari telinga
 Mulut : Robek pada bibir bawah;
 Dada    :terdapat jejas pada dada sebelah kiri;
 Penyebab kematian tidak jelas karena tidak dilakukan bedah mayat.
c. Petunjuk
Berdasarkan Pasal 188 ayat (1) KUHAP bahwa yang dimaksud dengan
petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaian baik
antara yang satu dengan yang lainnya maupun dengan tindak pidana itu sendiri
menandakan bahwa telah terjadi suatu tindakan pidana dan siapa pelakunya.




Berdasarkan pengertian di atas, dihubungkan dengan fakta-fakta yang
terungkap dipersidangan baik yang terurai dari keterangan saksi-saksi maupun
surat dan keterangan terdakwa dapat ditemukan adanya persesuain antara satu
dengan yang lainnya sehingga diperoleh petunjuk bahwa pada hari selasa tanggal
26 April 2016 sekitar jam 17:30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam
tahun 2016 bertempat di JL. Poros Makassar-Parepare, Kp. Kalibone, Kel.
Bontolangkasa, Kec. Minasatene, Kab. Pangkep atau setidak-tidaknya disuatu
tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri
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Pangkajene, berawal pada waktu dan tempat seperti yang disebutkan diatas,
terdakwa sedang mengendarai sebuah Mobil Mitsubishi Light Truck Box, No.
Pol. DD 9771 OH (STNK DD 8972 MT bersama dengan saksi Edo, berkendaraan
dari utara keselatan. Ketika berada tepat ditikungan Kalibone, karena kelalainnya,
Mobil yang dikendarainya oleng dan melompati pembatas jalan sehingga pindah
kejalur sebelah, yang mana pada saat itu dijalur sebelah juga melintas korban LK.
Makmur mengendarai sepeda Jupiter MX No. Pol DD 6965 DN dari arah selatan
ke utara, sehingga Lk. Makmur menabrak bagian samping kiri mobil Terdakwa
dan terjatuh dari motor. Ketika mobil yang dikendarai Terdakwa melewati
pembatas jalan Terdakwa tidak dapat mengendalikan mobil karena memang
kondisi setir kadang-kadang los dan remnya blong dan terdakwa juga tidak dapat
memperingatkan korban Lk. Makmur karena klaksonnya juga dalam kondisi
rusak. Akibat tabrakan tersebut, korban Lk. Makmur langsung tergeletak di
pinggiran jalan di sebelah kiri mobil yang dikendarai terdakwa.
d. Keterangan Terdakwa.
Bahwa pada tingkat penyidikan maupun pada saat persidangan terdakwa
YOSEP  tidak keberatan dan membenarkan saksi Rustan Nanring bin dg. Nanring,
Edo dan Tajibrianto bin Sarmini.
e. Barang Bukti.
o 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX No. Pol. DD 6965 DN;
o 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Jupiter MX No. Pol. DD 6965
DN;
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o 1 (satu) unit mobil Mitsubshi Ligh Truck Box No.Pol. DD 9771 OH (
STNK DD 8972 MT );
o 1 (satu) lembar STNK mobil Mitsubshi Ligh Truck Box No.Pol. DD 9771
OH ( STNK DD 8972 MT );
o 1(satu) lembar SIM A atas nama YOSEP
Dari hasil penyidikan, bahwa perbuatan terdakwa telah dapat dibuktikan
secara sah dan meyakinkan memenuhi rumusan tindak pidana yang didakwakan
Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan.
3. Tuntutan Penuntut Umum
Berdasarkan uraian yang dimaksud di atas dan berdasarkan ketentuan
Perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini maka
Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkajene, Menuntut kiranya
berkenaan menjatuhkan putusan terhadap terdakwa sebagai berikut:
a. Menyatakan Terdakwa YOSEP, terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana
“karena kelalainnya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan
kecelakaan lalu lintas dan mengakibatkan orang lain meninggal dunia.
b. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa YOSEP, oleh karena itu dengan pidana
penjara selama 2 (dua) Tahun;
c. Mendapatkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
d. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
e. Menetapkan barang bukti berupa:
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- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX No. Pol. DD 6965 DN;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Jupiter MX No. Pol. DD 6965
DN;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu ahli waris korban;
- 1 (satu) unit mobil Mitsubshi Ligh Truck Box No.Pol. DD 9771 OH (
STNK DD 8972 MT );
- 1 (satu) lembar STNK mobil Mitsubshi Ligh Truck Box No.Pol. DD 9771
OH ( STNK DD 8972 MT );
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;
- 1(satu) lembar SIM A atas nama YOSEP
Dikembalikan kepada Terdakwa;
f. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.
2.000.- (dua ribu rupiah).
4. Pertimbangan Majelis Hakim
Mengenai pertimbangan Majelis Hakim di Pengadilan, Terdakwa yang telah
melakukan tindak pidana kelalaian tersebut akan dikaji terlebih dahulu dan
dipertimbangkan oleh Majelis Hakim apakah perbuatan yang didakwakan kepada
terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur Pasal 310 ayat (4) UU LLAJ yang
telah didakwakan tersebut:
Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwakan oleh Penuntut Umum
dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu
mempertimbangkan dakwaan kesatu/pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 310
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ayat (4) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang
unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:
1. Setiap orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya;
3. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia;
Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim
mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi tau tidak
ketentuan Pasal 310 ayat (4) UU RI No.22 Tahun 2009 tersebut yaitu sebagai
berikut:
Ad. 1. Yang dimaksud dengan”setiap orang “adalah orang perorangan atau
korporasi pendukung hak dan kewajiban yang dalam perkara ini
terdakwa YOSEP telah membenarkan identitasnya dan terdakwa
dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga terdakwa dapat
mempertanggung jawabkan perbuatannya, dengan demikian Majelis
Hakim berkeyakinan bahwa unsur “setiap orang” terbukti secara sah
dan meyakinkan;
Ad.2. Menurut Undang-undang RI No.22 tahun 2009 tentang Lalu lintas
dan Angkutan Jalan yang dimaksud dengan pengemudi adalah orang
yang mengemudikan kendaraan bermotor dijalan raya, sedangakan
kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh
peralatan  mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan
diatas rel kereta api. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang diuraikan
diatas, bahwa benar terdakwa adalah pengemudi  dari mobil
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Mitsubhisi Light Truck Box No. Pol. DD 9771 OH (STNK DD 8972
MT) mengalami kecelakaan dengan cara menabrak sebuah sepeda
motor Jupiter MX No.Po. DD 6965 DN yang dikemudikan oleh
korban Makmur dan arah berlawanan dan terdakwa telah mengetahui
bahwa rem kendaraan yang dikemudikan oleh terdakwa tidak
berfungsi dengan baik, yang merupakan bentuk kelalaian dari
seseorang pengemudi yang seharusnya selalu berhati-hati dan selalu
memperhatikan kondisi jalan raya, dengan demikian Majelis Hakim
berkeyakinan bahwa unsur “Mengemudikan kendaraan bermotor
yang karena kelalainnya mengakibatkan kecelakaan lalu
lintas”terbukti secara sah dan meyakinkan;
Ad. 3. Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut, ada seseorang yang bernama
Makmur, akhirnya meninggal dunia, sebagaimana telah diuraikan
pada fakta hukum yang disebutkan diatas, dengan demikian Majelis
Hakim berkeyakinan bahwa unsur “mengakibatkan orang lain
meninggal dunia” terbukti secara sah dan meyakinkan;
Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 310 ayat (4) UU RI
No.22tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka
Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan
melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut
Umum;
Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan
hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai
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alasan pembenaran dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus
mempertanggungjawabkan perbuatannya;
Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mempertanggungjawab, maka
harus bersalah dan dijatuhi pidana;
Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan
penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan
tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap
Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa
tetap berada dalam tahanan;
Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka
perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang
meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan
- Akibat perbuatan terdakwa ada orang lain yang kehilangan nyawa;
Keadaan Yang meringankan;
- Terdakwa berlaku sopan di pengadilan
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulanginya;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah
dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) dan UU RI No.22 tahun 2009 tentang
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1981
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tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang
bersangkutan;
5. Analisis Penulis
Hakim dalam pemeriksaan perkara pidana berusaha mencari kebenaran
materil berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, serta
berpegang teguh pada apa yang dirumuskan dalam surat dakwaan penuntut
umum.
Berdasarkan posisi kasus sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dapat
disimpulkan telah sesuai dengan ketentuan baik hukum pidana formil maupun
pidana materil dan syarat yang dapat dipidana seorang terdakwa, hal ini
didasarkan pada pemeriksaan persidangan, dimana alat bukti yang diajukan Jaksa
penuntut Umum, termasuk di dalamnya keterangan saksi yang saling bersesuain
ditambah keterangan terdakwa yang mengakui secara jujur perbuatan yang
dilakukannya oleh itu, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkajene menyatakan
bahwa unsur perbuatan terdakwa telah mencocoki rumusan delik yang terdapat
dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No.22  tahun 2009 tentang Lalu lintas dan
Angkutan Jalan
Adapun unsur-unsur tindak pidana kelalaian yang diatur dalam Pasal 310
ayat (4) UU RI No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah
sebagai berikut:
- Setiap orang
- Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalainnya
- Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.
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Berkaitan dengan masalah diatas, Hakim Pengadilan Negeri Pangkajene
Bapak Abd Hakim menjelaskan bahwa:
Penerapan hukum pidana yang dilakukan hakim sesuai karena unsur
perbuatannya sudah mencocoki rumusan delik, dimana diterapkan Pasal 310
ayat (4) UU RI No.22 tahun 2009.1
Berdasarkan hasil penelitian, baik melalui wawancara terhadap hakim yang
berkaitan dengan perkera dalam tulisan ini, maupun melalui studi kepustakaan
dari dokumen-dokumen yang terkait, maka penulis berkesimpulan sebelum
menetapkan atau menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana yang
dilakukan. Hakim terlebih dulu mempertimbangkan banyak hal. Seperti fakta-
fakta pada persidangan, pertimbangan-pertimbangan yuridis dan non yuridis,
keadaan dan latar belakang keluarga terdakwa, serta hal-hal lain yang terkait
dalam tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Pertimbangan yuridis
merupakan pembuktian dari unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan jaksa
penuntut umum, adapun unsur-unsur dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22
tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sesuai dengan apa yang yang
didakwakan oleh jaksa penuntut umum serta harus didasarkan fakta persidangan
Berkaitan dengan perkara tersebut pertimbangan hakim dalam memutuskan
dan menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dijelaskan sebagai berikut2
“dalam memutus suatu perkara seorang hakim harus memeperhatikan
pertimbangan-pertimbangan yuridis seperti Pasal 310 ayat (4) UU RI No.22
tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.18
1 Abd Hakim, Hakim Pengadilan Negeri Pangkajene, (wawancara 6 juli 2017)
2 Abd Hakim, Hakim Pengadilan Negeri Pangkajene, (wawancara 6 juli 2017)
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Penjatuhan pidana dalam kasus ini, Hakim memutuskan dengan hukuman 1
(satu) tahun 4 (empat ) bulan penjara lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut
Umum yaitu 2 (dua) tahun penjara. Adapun pertimbangan Hakim memutuskan
lebih rendah dari apa dituntutkan Jaksa Penuntut Umum dikarenakan selama
persidangan terdakwa bersikap sopan dan mengakui segala perbuatannya serta
berjanji tidak akan mengulanginya.
Selanjutnya adalah Hakim menyatakan bahwa:3
“hakim tidak boleh memutus suatu perkara dengan menjatuhkan hukuman
lebih dari apa yang menjadi tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Namun Hakim
mempunyai kewenangan menjatuhkan hukum lebih rendah dari tuntutan
dengan mempertimbangkan psikologi terdakwa selama persidangan, yakni
terdakwa mengakui segala perbuatannya didepan persidangan serta alasan
yang memberatkan dan meringankan juga menjadi dasar pertimbangan
hakim sebelum menjatuhkan vonis terhadap terdakwa.’4
Pemidanaan merupakan suatu proses. Sebelum proses ini berjalan peran
Hakim sangat penting. Ia mengkonkretkan sanksi pidana yang terdapat dalam
suatu peraturan  dengan menjatuhkan pidana bagi terdakwa. Jadi pidana yang
dijatuhkan diharapkan dapat bmenyelesaikan konflik atau pertentangan dan juga
mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak
diperkenangkan merendahkan martabat manusia, tapi merupakan pemberiaan
makna kepada sistem hukum Indonesia. Meskipun pidana itu pada hakikatnya
3 Abd Hakim, Hakim Pengadilan Negeri Pangkajene, (wawancara 6 juli 2017)
4 Abd Hakim, Hakim Pengadilan Negeri Pangkajene, (wawancara 6 juli 2017)
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merupakan suatu nestapa, namun pemidanaan tidak maksudkan untuk
menderitakan dan tidak di perkenangkan merendahkan martabat  manusia.
C. Pertimbangan Hukum Materil oleh Hakim dalam menjatuhkan Putusan
terhadap Tindak Pidana Lalu  Lintas yang mengakibatkan meninggalnya
orang lain dalam Putusan  No.82/ Pid.Sus/2016/Pn.Pkj.
1. Pertimbangan Hakim
Hakim sebelum memutuskan suatu perkara memperhatikan dakwaan jaksa
penunut, keterangan saksi yang hadir dalam persidangan, keterangan terdakwa,
alat bukti, syarat subjektif dan syarat objektif seseorang dapat dipidana, serta hal-
hal yang meringankan dan memberatkan.
Perkara No.82/Pid.Sus/2016/Pn.Pkj dalam hal ini terdakwa diajukan ke
persidangan berdasarkan surat dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum
sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa terdakwa melanggar ketentuan
Pasal 310 ayat (4) UU RI No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan
Tindakan yang dilakukan terdakwa oleh Hakim harus dibuktikan dengan
mengkaji unsur-unsur dari pasal tersebut kemudian disesuaikan dengan fakta-
fakta yang terungkap dipersidangan serta alat bukti dengan menganalisanya.
Adapun unsur-unsur dari Pasal 310 ayat (4) UU RI No.22 tahun 2009




3. Yang mengakibatkan orang lain meniggal dunia
54
Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan
apakah perbuatannya terdakwa telah memenuhi atau tidaknya ketentuan Pasal 310
ayat (4) UU RI No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
tersebut yaitu sebagai berikut:
Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim
mempertimbangkan sebagai berikut;
Ad. 1. Yang dimaksud dengan”setiap orang “adalah orang perorangan atau
korporasi pendukung hak dan kewajiban yang dalam perkara ini
terdakwa YOSEP telah membenarkan identitasnya dan terdakwa dalam
keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga terdakwa dapat
mempertanggung jawabkan perbuatannya, dengan demikian Majelis
Hakim berkeyakinan bahwa unsur “setiap orang” terbukti secara sah dan
meyakinkan;
Ad.2. Menurut Undang-undang RI No.22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan
Angkutan Jalan yang dimaksud dengan pengemudi adalah orang yang
mengemudikan kendaraan bermotor dijalan raya, sedangkan kendaraan
bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan
mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel kereta
api. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang diuraikan diatas, bahwa benar
terdakwa adalah pengemudi  dari mobil Mitsubhisi Light Truck Box No.
Pol. DD 9771 OH (STNK DD 8972 MT) mengalami kecelakaan dengan
cara menabrak sebuah sepeda motor Jupiter MX No.Po. DD 6965 DN
yang dikemudikan oleh korban Makmur dan arah berlawanan dan
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terdakwa telah mengetahui bahwa rem kendaraan yang dikemudikan oleh
terdakwa tidak berfungsi dengan baik, yang merupakan bentuk kelalaian
dari seseorang pengemudi yang seharusnya selalu berhati-hati dan selalu
memperhatikan kondisi jalan raya, dengan demikian Majelis Hakim
berkeyakinan bahwa unsur “Mengemudikan kendaraan bermotor yang
karena kelaliannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas”terbukti secara
sah dan meyakinkan;
Ad. 3. Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut, ada seseorang yang bernama
Makmur, akhirnya meninggal dunia, sebagaimana telah diuraikan pada
fakta hukum yang disebutkan diatas, dengan demikian Majelis Hakim
berkeyakinan bahwa unsur “mengakibatkan orang lain meninggal dunia”
terbukti secara sah dan meyakinkan;
Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 310 ayat (4) UU RI
No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka
Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan
melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut
Umum;
Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan
hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai
alasan pembenaran dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus
mempertanggungjawabkan perbuatannya;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mempertanggungjawabkan,
maka harus bersalah dan dijatuhi pidana;
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Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan
penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan
tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap
Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa
tetap berada dalam tahanan;
Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka
perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang
meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan
- Akibat perbuatan terdakwa ada orang lain yang kehilangan nyawa;
Keadaan Yang meringankan;
- Terdakwa berlaku sopan dipengadilan
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulanginya;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah
dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) dan UU RI No.22 tahun 2009 tentang
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1981
tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang
bersangkutan;
Dengan memperhatikan unsur-unsur yang terdapat dalam rumusan Pasal
310 ayat (4) UU RI No.22 tahun 2009 yaitu karena perbuatannya mengakibatkan
hilangnya nyawa orang lain. Bahwa dalam mempertimbangkan apakah terdakwa
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melakukan tindak pidana atau tidak, dengan menganalisa unsur –unsur yang
termuat dalam ketentuan Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 tahun 2009 berdasarkan
teori hukum dan doktrin lalu menghubungkannya dengan perbuatan terdakwa
dengan peristiwa tersebut.
Pada pembuktian unsur-unsur yang terdapat dalam dakwaan yang didukung
dengan terpenuhinya syarat mutlak dari pembuktian yaitu unus testis nullum testis
yakni adanya minimal dua alat bukti maka terhadap unsur-unsur yang
dimaksudkan di dalam dakwaan telah terpenuhi sepenuhnya, dimana untuk
membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa
keterangan saksi, alat bukti petunjuk dan keterangan terdakwa.
Setelah Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah melakukan
tindak pidana kelalaian yang menyebabkan meninggalnya orang lain maka
Majelis Hakim juga harus mempertimbangkan apakah terhadap diri terdakwa ada
alasan yang dapat menjadi dasar untuk menghapuskan pidana baik alasan pemaaf
dan alasan pembenar
Adapun pertimbangan hukum oleh hakim dalam memutuskan perkara
tentang kelalaian yang menyebabkan meninggalnya orang lain. Dalam kasus ini
dijelaskan oleh Bapak Fajar Pramono yang menyatakan bahwa dalam memutus
perkara sebaiknya mempertimbangkan bagaimana suasana pada saat kejadian
apakah murni kejadian tersebut adalah kelalaian atau kesengajaan, bagaimana
tingkat akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana yang dilakukan serta
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bagaimana status terdakwa apakah dengan ditahannya terdakwa banyak dirugikan
ataukah banyak yang terbengkalai terkhusus untuk kepentingan umum.5
Hal ini dapat menjadi pertimbangan oleh hakim dalam memutuskan suatu
perkara untuk meringankan pidana yang akan dijalani oleh terdakwa dengan
memberikan pidana penjara selama 1 (tahun) 4 (empat) bulan.
Karena terhadap terdakwa harus dinyatakan dapat mempertanggung
jawabkan perbuatannya, untuk itu maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan
hukuman terdakwa terlebih dahulu juga mempertimbangkan mengenai hal-hal
memberatkan serta hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa serta alasan-
alasan yang sekiranya dapat membebaskan terdakwa dari tahanan.
Setelah memeriksa segala fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan,
Majelis Hakim bermusyawarah maka diambillah putusan yang menyatakan bahwa
terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana
kelalaian yang menyebabkan meninggalnya orang lain sebagaimana dalam amar
putusan Pengadilan Negeri Pangkajene  atas Perkara Nomor. 82/Pid.Sus
/2016/Pn.Pangkajene.
2. Amar Putusan
Berdasarkan Amar Putusannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa
terdakwa terbukti bersalah dan memutus:
a. Menyatakan Terdakwa YOSEP, terbukti bersalah melakukan tindak pidana
“Karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan
kecelakaan lalu lintas dan mengakibatkan meninggalnya orang lain”
5 Fajar Pramono, Hakim Pengadilan Negeri Pangkajene, (wawancara 6 juli 2017)
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b. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa YOSEP, oleh karena itu dengan pidana
penjara selama 1 (satu) Tahun 4 (empat) bulan;
c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa
dikurangkan seluruhnya diri pidana yang dijatuhkan;
d. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
e. Menetapkan barang bukti berupa:
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX No. Pol. DD 6965 DN;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Jupiter MX No. Pol. DD 6965
DN;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu ahli waris korban;
- 1 (satu) unit mobil Mitsubshi Ligh Truck Box No.Pol. DD 9771 OH (
STNK DD 8972 MT );
- 1 (satu) lembar STNK mobil Mitsubshi Ligh Truck Box No.Pol. DD 9771
OH ( STNK DD 8972 MT );
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;
- 1(satu) lembar SIM A atas nama YOSEP
Dikembalikan kepada Terdakwa;
Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.
2.000.- (dua ribu rupiah).
3. Analisis Penulis
Suatu proses peradilan berakhir dengan putusan akhir (vonis) yang di
dalamnya terdapat penjatuhan sanksi pidana (penghukuman), dan didalam putusan
itu hakim menyatakan pendapatnya tentang hal-hal yang telah dipertimbangkan
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dan apa yang menjadi amar putusannya. Sebelum sampai pada tahap tersebut, ada
tahapan yang harus dilakukan sebelumnya, yaitu tahapan pembuktian dalam
menjatuhkan pidana terhadap terdakwa.
Dalam menjatuhkan pidana, hakim harus berdasarkan pada dua alat bukti
yang sah yang kemudian dari dua alat bukti tersebut hakim memperoleh
keyakinan bahwa tindak pidana yang didakwakan benar-benar terjadi dan
terdakwalah yang melakukan hal  tersebut diatatur dalam Pasal 183 KUHP
Sistem pembuktian yang diatur dalam Pasal 183 KUHP disebut dengan
Negatif-wetteliijke stelsel atau sistem pembuktian menurut undang-undang yang
bersifat negative.
Sistem pembuktian dalam KUHAP dikatakan sebagai sistem pembuktian
terbalik Lamintang karena:6
1) Disebut Wettelijik atau menurut undang-undang karena untuk pembuktian,
undang-undanglah yang menentukan tentang jenis dan banyaknya alat bukti
yang harus ada.
2) Disebut negative karena adanya jenis-jenis dan banyaknya alat bukti yang
ditentukan oleh undang-undang itu belum dapat membuat hakim harus
menjatuhkan pidana bagi seseorang terdakwa, apabila jenis-jenis dan
banyaknya alat-alat bukti itu belum dapat menimbulkan keyakinan hakim
bahwa suatu tindakan pidana itu benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa
telah bersalah melakukan tindak pidana tersebut.
6 Lamintang, P.A.F. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: (PT.
Citra Aditya Bakti 1997). h. 408-409
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Selain dari hal yang dijelaskan tersebut, yang perlu dilakukan oleh hakim
adalah untuk dapat dipidananya sipelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang
dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam undang-
undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan
dipertanggung jawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut
melawan hukum serta tidak ada alasan pembenaran atau penindasan sifat melawan
hukum untuk  pidana yang dilakukannya. Dilihat dari sudut kemampuan
bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang
dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya. Serta tidak ada alasan
pembenaran atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang
dilakukannya. Dan dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya
seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggung jawabkan
atas perbuatannya.
Berdasarkan hal tersebut maka pertanggung jawab pidana atau kesalahan
menurut para ahli hukum pidana bahwa kesalahan (schuld ) itu terbentuk dari
adanya sejumlah unsur. Pada umumnya dikemukakan bahwa kesalahan (schuld )
terdiri atas tiga unsur yaitu:
1. Kemampuan bertanggung jawab dari pelaku;
2. Sikap batin tertentu dari pelaku sehubungan dengan perbuatannya yang
berupa adanya kesengajaan atau kealpaan
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3. Tidak ada alasan yang menghapuskan kesalahan atau menghapuskan
pertanggungjawaban pidana pada diri pelaku.7
Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang
buruk, adalah merupakan faktor akal yaitu dapat membedakan perbuatan yang
diperbolehkan dan yang tidak. Dan kemampuan untuk menentukan kehendaknya
menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan tersebut adalah merupakan
faktor perasaan yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafannya
atas mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak.
Sebagai konsekuensi dari dua hal tadi maka tentunya orang yang tidak
mampu menetukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya
perbuatan, dia tidak mempunyai kesalahan kalau melakukan tindak pidana, orang
demikian itu tidak dapat dipertanggung jawabkan.
Dalam KUHP masalah kemampuan bertanggung jawab ini terdapat dalam
Pasal 44 ayat 1 KUHP  yang berbunyi : “ barang siapa melakukan perbuatan yang
tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam
pertumbuhan atau terganggu karena cacat, tidak dapat dipidana”.
Untuk menentukan adanya pertanggung jawaban, seseorang pembuat dalam
melakukan suatu tindak pidana harus ada unsur perbuatan melawan hukum.
Tentang sifat melawan hukum apabila dihubungkan dengan keadaan psikis (
jiwa ) pembuat terhadap tindak pidana yang dilakukan dapat berupa kesengajaan
(opzet) atau karena kelalaian ( culpa ).
Dalam teori hukum pidana Indonesia kesengajaan ada 3 macam yaitu :
7 Frans Maramis, Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia ( Jakarta: Rajawali
pers,2013), h.116.
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1. Kesengaan yang bersifat tujuan.
Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku dapat
dipertanggung jawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh khayalak ramai.
Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, sipelaku
pantas dikenakan hukuman pidana. Karena dengan adanya kesengajaan
yang bersifat tujuan ini, berarti sipelaku benar-benar menghendaki mencapai
suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman ini.
2. Kesengajaan secara keinsyafaan kepastian.
Kesengajaan ini ada pada sipelaku apabiala, dengan perbuatannya tidak
bertujuan untuk mencapai akibat menjadi dasar delik, tetapi ia tahu benar
bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.
3. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan
Kesengajaan ini yang terang-terang tidak disertai bayangan suatu kepastian
akan terjdi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu
kemungkinan belaka akibat itu.
Selanjutnya mengenai kealpaan, karena merupakan bentuk dari kesalahan
yang menghasilkan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan seseorang
yang dilakukan, seperti yang tercantum dalam Pasal 359 KUHP yang menyatakan
sebagai berikut : “barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang
lain diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurang paling
lama satu tahun.”
Berikutnya untuk menentukan dapat tidaknya seseorang dijatuhi pidana
adalah apakah terdapat alasan pembenar atau alasan pemaaf. Dengan adanya salah
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satu dasar  penghapusan pidana berupa dasar pembenaran maka suatu perbuatan
kehilangan sifat melawan hukumnya, sehingga menjadi legal /boleh, pembuatnya
tidak dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana. Namun jika yang ada adalah
dasar penghapus berupa dasar pemaaf maka suatu tindakan tetap melawan hukum,
namun si pembuat dimaafkan, jadi tidak dijatuhi pidana.
Dasar penghapusan pidana atau juga disebut alasan-alasan menghilangkan
sifat tindak pidana ini termasuk didalam buku I KUHP, yaitu dasar pembenaran :
bela paksa Pasal 49 ayat 1 KUHP, keadaan darurat, pelaksanaan peraturan
perundang-undangan Pasal 50 KUHP, perintah jabatan pasal 51 ayat 1 KUHP.
Dalam putusan No. 82/Pid.Sus/2016/Pn.Pkj. proses pengambilan keputusan
yang dilakukan oleh Majelis Hakim menurut hemat Penulis sudah sesuai dengan
aturan hukum yang berlaku seperti yang dipaparkan oleh Penulis sebelumnya,
yaitu berdasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, dimana
dalam kasus yang diteliti Penulis, alat bukti yang digunakan hakim adalah
keterangan saksi, barang bukti, surat visum et repertum dan keterangan terdakwa.
Lalu kemudian mempertimbangkan tentang pertanggungjawaban pidana, dalam
hal ini Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta yang timbul dipersidangan menilai
bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan
dengan pertimbangan bahwa pada saat itu melakukan perbuatannya berada pada
kondisi yang sehat dan cakap untuk mempertimbangkan perbuatannya.
Selain hal diatas, Hakim juga tidak melihat adanya alasan pembenaran atau
alasan pemaaf yang menjadi alasan penghapus pidana terhadap perbuatan yang
dilakukan terdakwa. Sama halnya dengan Jaksa Penuntut Umum, Majelis hakim
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hanya melihat adanya hal-hal yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa yang
telah menyebabkan orang lain meninggal dunia dan menimbulkan duka bagi
keluarga korban. Dan hal-hal yang meringankan yaitu:
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan sopan dalam
persidangan;
- Terdakwa masih muda usianya sehingga diharapkan setelah proses pidana





Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka penulis
berkesimpulan sebagai berikut:
1. Dalam Putusan No.82/Pidsus/2016/Pn/Pkj. Jaksa Penuntut Umum
menggunakan dakwaan kumulatif yaitu kesatuan Pasal 310 ayat (4)
Undang- undang RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan dan kedua pasal 359 KUHP yang dibuktikan dalam persidangan
adalah dakwaan pertama terdapat unsur-unsur dalam dakwaan tersebut
dianggap terbukti oleh Jaksa Penuntut Umum sehingga antara perbuatan
dan unsur-unsur pasal saling mencocoki. Menurut hemat penulis penerapan
hukum materil dalam kasus tersebut sudah sesuai dengan hukum pidana
yang berlaku di Indonesia.
2. Dalam Putusan No.82/Pidsus/2016/Pn/Pkj. Proses pengambilan keputusan
yang dilakukan oleh Majelis Hakim menurut hemat penulis sudah sesuai
dengan aturan Hukum yang berlaku seperti yang dipaparkan oleh penulis
sebelumnya yaitu berdasarkan pada sekurang-kurangya dua alat bukti yang
sah, dimana dalam kasus yang diteliti Penulis, alat bukti yang digunakan
hakim adalah keterangan saksi, barang bukti, surat visum et repertum dan
keterangan terdakwa. Lalu kemudian bagi Hakim untuk menjatuhkan atau
tidak menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang dihadapkan dimuka
persidangan, selain itu, juga harus mempunyai pengetahuan atau ilmu
67
tentang hukum dengan baik, bukan hanya hukum secara formil, melaikan
juga hukum secara materil agar tidak salah dalam menentukan mana
perbuatan yang sesuai dengan unsur yang didakwakan.
B. Saran
1. Jaksa Penuntut umum harus teliti dan cermat dalam menyusun surat
dakwaan, mengingat surat dakwaan merupakan dasar bagi Hakim untuk
menjatuhkan atau tidak menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang
dihadapkan dimuka persidangan,selain itu, juga harus mempunyai
pengetahuan dan ilmutentang hukum dengan baik, bukan saja hukum formil,
melainkan juga hukum secara materil agar tidak salah dalam menentukan
mana unsur yang didakwakan.
2. Hakim tidak serta merta berdasarkan pada surat tuntutan Jaksa Penuntut
Umum dalam Menjatuhkan Pidana, melainkan pada dua alat bukti yang sah
ditambah dengan keyakinan Hakim. Hakim harus lebih peka dalam melihat
fakta-fakta apa yang timbul dipersidangan, sehingga dari fakta yang timbul
tersebut, menimbulkan keyakinan Hakim bahwa terdakwa dapat atau tidak
dipidana.
3. Beberapa hal yang kadang kala menjadi kendala pelaksanaan putusan
apabila terdakwa tidak mengakui perbuatannya di depan persidangan dan
kurangnya alat bukti yang dihadirkan dipersidangan. Solusi atas kendala-
kendala tersebut bahwa keterangan terdakwa oleh hakim sebaiknya
dijadikan pertimbangan akhir, keterangan saksi alat bukti cukup dijadikan
patokan dalam menjatuhkan putusan.
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4. Dalam menjatuhkan putusan hakim harus lebih memperhatiakan unsur-
unsur tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, serta psikologis
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